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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

“The downfall and success of a country is determined 

by the superiority of its public policies, not by natural resources, 

strategic position, even politics. With superior policy, 

the government can manage the country effectively.” 

( Dr. Ir. M. Hatta Rajasa) 

 

 

“Kejatuhan dan keberhasilan suatu negara ditentukan 
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posisi strategis, bahkan politiknya. Dengan kebijakan unggul,  

pemerintah dapat mengelola negara dengan efektif.” 

(Dr. Ir. M. Hatta Rajasa) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang giat-giatnya membangun untuk 

meningkatkan pembangunan disegala sektor dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat 

indonesia. Melihat kenyataan tersebut keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 

faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional, untuk itu 

perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan agar dapat menjamin hak-hak dasar 

pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan demi terwujudnya kesejahteraan para 

pekerja. 

 Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, masalah keselamatan kerja merupakan 

faktor penting yang harus menjadi perhatian semua pihak. Keberhasilan dalam 

melaksanakan pekerjaan tidak hanya diukur dari selesainya pekerjaan tersebut. Banyak 

hal yang dijadikan parameter penilaian terhadap keberhasilan suatu pekerjaan. 

Pekerjaan dinilai berhasil apabila keselamatan dan keamanan sumber daya yang ada 

terjamin,  dapat terselesaikan, memberi keuntungan dan menambah kepuasan kepada 

semua pihak. Keselamatan kerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh 

perusahaan maupun oleh manajemen. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di 

Indonesia masih sering terabaikan. 

 Banyak perusahaan dan instansi pemerintahan yang melibatkan tenaga kerja yang 

diikuti dengan resiko pekerjaan yang tinggi. Resiko pekerjaan yang tinggi disebabkan 

karena kurangnya keterampilan dan latihan kerja. Salah satu pekerjaan dengan resiko 

pekerjaan yang tinggi adalah petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam 

kebakaran merupakan orang dengan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi berupa luka-

luka dan penyakit akibat kerja yang dapat mengakibatkan cacat dan kematian. Faktanya 
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bahwa lingkungan kerja selama keadaan darurat dan tak terduga serta petugas pemadam 

kebakaran yang belum siap akan kemungkinan terjadinya kecelakaan, membutuhkan 

pengalaman pelatihan dan pendidikan serta pengembangan alat pelindung diri untuk 

melindungi petugas pemadam kebakaran dari bahaya dan resiko pekerjaannya. 

Isu keselamatan kerja adalah hal penting yang menjadi perhatian pemerintah. 

Terbukti pada tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja yang didalamnya mengatur 

tentang keselamatan kerja di tempat kerja. Kemudian pada tahun 2003 di keluarkanlah 

Undang-Undang Republik Indonesia 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang 

mengatur segala hak pekerja atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Undang-

Undang ini dibentuk sebagai penunjang dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 

Tahun 1970. Resiko kecelakaan dan penyakit kerja dapat dihadapi oleh siapa saja 

dengan lokasi kerja yang memiliki berbagai ancaman. Terlebih lokasi kejadian 

kebakaran yang menjadi lokasi kerja pasukan pemadam kebakaran penuh dengan 

bahaya membuat petugas pemadam kebakaran memiliki resiko kecelakaan dan penyakit 

kerja yang tinggi. Oleh karena itu, petugas operasional pemadam kebakaran perlu 

mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerjanya. 

 Kebakaran merupakan kejadian yang dapat menimbulkan kerugian pada jiwa, harta 

benda, peralatan produksi, proses produksi dan pencemaran lingkungan kerja. 

Khususnya pada kejadian kebakaran yang besar dapat melumpuhkan bahkan 

menghentikan proses usaha, sehingga ini memberikan kerugian yang sangat besar. Oleh 

karena itu, pemadaman kebakaran dituntut selalu siaga menghadapi setiap kejadian 

bencana, pasalnya bencana bisa datang tiba-tiba tanpa bisa diprediksi sebelumnya. 

 Kota Palembang adalah ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah 

kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota dengan luas wilayah 400,61 km² 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
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ini dihuni oleh lebih dari 1,6 juta penduduk pada 2018. Palembang merupakan daerah 

dengan kepadatan penduduk yang tinggi, untuk itu kebakaran menjadi salah satu 

bencana yang harus diwaspadai bagi wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 

Tabel 1.1 Persentase kejadian kebakaran Tahun 2013-2018 

 
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019 

 

 Berdasarkan data diatas, sepanjang tahun 2018 petugas pemadam kebakaran telah 

menangani  262 kasus kejadian kebakaran. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 

sebelumnya yang hanya 235 kasus. Tingginya kejadian kebakaran di Kota Palembang 

berbanding lurus dengan tingginya tingkat resiko kerja yang dihadapi oleh petugas 

operasional pemadam kebakaran yang turun ke lokasi kebakaran. Resiko kerja yang 

dihadapi oleh petugas operasional pemadam kebakaran bukan hanya saat di medan 

kebakaran, tetapi dimulai dari persiapan keberangkatan, saat perjalanan menuju lokasi 

kebakaran dan saat proses penyelamatan. Hal ini menjadi lebih beresiko karena Dinas 

Pemadam Kebakaran memiliki SOP Response Time 15 menit seperti yang tertulis dalam 

Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000 Tentang Ketentuan 

Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan : 

“Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak 

lebih dari 15 (lima belas) menit yang terdiri atas : a) Waktu dimulai sejak diterimanya 

pemberitahuan adanya kebakaran di suatu tempat, interpretasi penentuan lokasi 

kebakaran dan penyiapan pasukan serta sarana pemadaman selama 5 menit. b) Waktu 

https://id.wikipedia.org/wiki/2018
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perjalanan dari pos pemadaman menuju lokasi selama 5 menit. c) Waktu gelar peralatan 

di lokasi sampai dengan siap operasi penyemprotan selama 5 menit”. 

 

Untuk 15 menit Response time itu bukan semata-mata dibuat tanpa alasan oleh 

pemerintah, melainkan merupakan waktu tanggap pertolongan terhadap kebakaran agar 

dapat meminimalisir kerugian berupa korban jiwa maupun harta benda. Dengan 

demikian membuat petugas operasional pemadam kebakaran memiliki banyak resiko 

kerja dimulai dari saat persiapan keberangkatan, serta saat perjalanan menuju lokasi 

kebakaran, saat proses pemadaman dan penyelamatan. 

 Petugas operasional pemadam kebakaran mengusahakan api dapat padam dengan 

cepat agar area kebakaran tidak semakin luas. Resiko yang terjadi saat proses 

pemadaman api apabila di dalam bangunan masih terdapat korban yang harus 

diselamatkan, petugas operasional pemadam kebakaran masuk kedalam kobaran api dan 

menyelamatkan orang yang masih ada di dalam bangunan gedung yang terbakar. Selain 

untuk menolong korban jiwa yang terjebak dalam gedung, alasan lain yang membuat 

petugas pemadam kebakaran masuk ke dalam bangunan yang terbakar adalah untuk 

memadamkan api dari dalam bangunan. Saat melakukan pemadaman dari dalam 

bangunan, petugas pemadam kebakaran tidak tahu menahu bahan-bahan dan barang-

barang apa saja yang ada di dalam bangunan yang sedang terbakar. Tidak jarang di 

dalam gedung terdapat bahan-bahan peledak ataupun gas-gas berbahaya yang dapat 

berinteraksi negatif dengan api. Bahan ini tentu membahayakan petugas yang masuk ke 

dalam bangunan. Resiko yang sama juga terjadi saat terdapat barang-barang berbahaya 

yang dapat membahayakan nyawa petugas pemadam kebakaran seperti besi, paku dan 

barang berbahaya lainnya. Barang ini membahayakan petugas kebakaran yang menyisir 

bangunan yang sedang terbakar. 
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Gambar 1. Jumlah Personil Operasional Pemadam Dinas Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang 
Sumber Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019 

 

 Dengan resiko keselamatan yang ditanggung oleh petugas pemadam kebakaran, 

dimana jumlah keseluruhan personil pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang yaitu 571 personil, maka perlunya 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 

Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang 

mengatur mengenai keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kerja beresiko tinggi 

khususnya petugas operasional pemadam kebakaran di lingkungan kerja dan sesuai 

Standard Operation Prosedur (SOP) tentang Orientasi Prosedur Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran pada Bidang Operasional 

Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang dengan No. Dokumen 440/142.A/UKP-

SOP/DPKPB/2018 yang diterapkan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan 

Bencana Kota Palembang, yang menjelaskan prosedur Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3), yaitu : 

1. Operasi Pemadaman wajib memperhatikan keselamatan petugas operasional 

terutama dari paparan api dan lokalisir pejalaran api 

dalam melakukan operasi pemadaman terkait keselamatan diri, petugas pemadam 

memiliki kewajiban antara lain: 

a. Berpasangan saat memasuki tempat kejadian kebakaran 

b. Masuk lokasi dengan sepengetahuan Kepala Regu atau Pejabat lain yang 

ditunjuk 

c. Mengenakan perlengkapan pelindung (APD) perorangan sesuai standar 

yang ditetapkan 

d. Memperhatikan taktik dan strategi pemadaman 

2. Petugas mencatat secara rinci setiap kecelakaan kerja pada petugas operasional 

pemadam yang terjadi di lokasi pemadam kebakaran 

3. Sistem Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendukung Pemadam 

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana 

PNS

Non PNSD

PHL
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4. Setiap Petugas Operasional pemadam kebakaran wajib mendapatkan Pendidikan 

dan Pelatihan Pertolongan dalam upaya meningkatakan pengetahuan akan 

keselamatan saat bertugas melakukan pemadaman kebakaran 

5. Setiap Petugas Operasional pemadam kebakaran melaksanakan rutin 

Pemeriksaan Kesehatan (medical checkup). 

 

Dalam Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam 

Kebakaran pada Bidang Operasional Pemadaman Dinas PK-PB Kota Palembang yang 

disebutkan diatas, jika berjalan baik terhadap petugas operasional pemadam kebakaran 

berarti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang 

berhasil melaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional 

Pemadam Kebakaran, jika salah satu atau lebih dari indikator prosedur pendukung 

pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional Pemadam Kebakaran 

yang telah disebutkan tidak terlaksana, maka masih adanya permasalahan pada 

pelaksanaan kebijakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Operasional 

Pemadam Kebakaran tersebut baik permasalahan tersebut terjadi pada petugas 

operasional pemadam maupun unit kerja yang terkait di Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana Kota Palembang. 

Tabel 1.2 Jumlah Kecelakaan Petugas Operasional Pemadam Kebakaran 

 
Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019 

2014 2015 2016 2017 2018

Petugas 101 67 69 181 176
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Tabel 1.3 Data Perbulan Kejadian Kebakaran dan Kecelakaan  
 

Perbulan  

2018 

Kejadian  

kebakaran 

Kejadian kecelakaan 

petugas 

Januari  9 5 

Februari  9 6 

Maret  13 9 

April  16 11 

Mei  14 9 

Juni  14 7 

Juli  28 17 

Agustus  60 42 

September  51 39 

Oktober  25 17 

November  13 9 

Desember  10 5 

Jumlah 262 176 

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang, 2019 

 

 Berdasarkan fakta dilapangan, dari tabel 1.2 diatas  masih cenderung banyak 

petugas operasional yang kecelakaan saat bertugas setiap tahunnya mengalami 

kenaikan. Kecelakaan yang dialami oleh petugas operasional pemadam kebakaran ada 

pada tingkat yang sedang dan parah. Pada tingkat sedang ialah luka bakar dengan 

derajat 3-16 %, luka tusuk paku, luka gores di lengan, luka sobek di tangan dan kaki, 

sesak napas, serta luka lecet. Sedangkan pada tingkat yang parah ialah tersengat listrik, 

tertimpa tembok yang roboh, serta ada yang sampai meninggal di tempat. Dari tabel 1.2 

diatas, pada tahun 2015 dari 67 petugas pemadam yang kecelakaan, satu petugas 

tersengat listrik. Pada tahun 2016 dari 69 petugas yang kecelakaan, dua petugas 

diantaranya meninggal di tempat kejadian. Kemudian pada tahun 2018, dari 176 petugas 

itu, diantaranya satu orang tertimpa tembok yang runtuh dan sempat dilarikan ke rumah 

sakit.  
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dirumuskan permasalahan penelitian 

yakni : 

1. Bagaimana keberhasilan Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana Kota Palembang ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui keberhasilan Implementasi Kebijakan Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Kebijakan 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas 

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Ada dua manfaat yang diperoleh dalam rancangan penelitian ini, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

menambah pengetahuan di bidang Ilmu Administrasi Publik, yaitu pada bidang 

Kebijakan Publik, khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran 

dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi sekaligus 

masukan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota 

Palembang mengenai implementasi kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Bagi Petugas Pemadam Kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran dan 

Penanggulangan Bencana Kota Palembang. 
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